
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 34 TAHUN 2020 

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN PEMERIKSAAN 
SWAB TEST DAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
MAS AMSYAR KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN,

a  bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat agar 
mudah untuk mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid 
Test Antibodi;

h bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Kesehatan 
Nomor : HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif 
Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi maka diatur 
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, Peraturan Bupati 
Katingan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan 
Kesehatan Tindakan Pemeriksaan Swab Test dan Rapid 
Test Corona Virus Disease 2019 pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar 
Kabupaten Katingan, perlu dilakukan perubahan sesuai 
dengan batasan tertinggi pemeriksaan Rapid Test 
Antibodi;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Tarif Pelayanan 
Kesehatan Tindakan Pemeriksaan Siuab Test dan Rapid 
Test Corona Virus Disease 2019 pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar 
Kabupaten Katingan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431);
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5612);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentnag 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); ^ ^
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/02/M. PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi 
Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit 
di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/ 
IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 874);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar 
Kabupaten Katingan;

20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, 
Puskesmas Keliling Dan Polindes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Katingan;

21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Pemeriksaan Swab 
Test Dan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 Pada 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan; i
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 34 TAHUN 2020 
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN 
PEMERIKSAAN SWAB TEST DAN RAPID TEST CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KABUPATEN 
KATINGAN.

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Katingan 
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 
Tindakan Pemeriksaan Swab Test Dan Rapid Test Corona Virus 
Disease 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan diubah 
sebagai berikut:

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan tindakan penanganan wabah akibat 
Covid-19 sebagai berikut:

TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN SWAB DAN RAPID TEST

NO JENIS TINDAKAN 
PEMERIKSAAN

PAKET TARIF
(Rp)

1 2 3 4
A PEMERIKSAAN SWAB
1 Pengambilan Sampel Swab 

oleh Tim Swab (Apusan 
N asofaring / O sofaring)

Paket I Rpl.500.000,00

2 Swab Test Metode PCR, 
Pengambilan Swab oleh Tim 
Swab dan Pemeriksaan dokter

Paket II Rp2.260.000,00

3 Pemeriksaan Darah Lengkap, 
Pemeriksaan Rontgen Thorax, 
Swab metode PCR, 
Pengambilan Swab oleh Tim 
Swab dan Pemeriksaan dokter

Paket III Rp2.260.000,00

B PEMERIKSAAN RAPID TEST
1 Rapid Test Covid-19 dan 

Surat Keterangan Hasil 
Pemeriksaan

Paket I Rpl50.000,00

2 Rapid Test Covid-19, Darah 
Lengkap, Foto Thorax, 
Pemeriksaan Dokter dan 
Surat Keterangan

Paket II Rp600.000,00



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan 
tanggal £ Oktober

y

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal C 2 0 2 0

2020


